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Abstrak
 

Penulisan tesis ini didasari pada peningkatan belanja konsumen yang kemudian menggunakan pembiayaan

kredit dari Bank atau suatu lembaga pembiayaan. Berkembangnya masa yang membuat juga

berkembangnya syarat yang bisa melindunggi secara hukum pihak kreditur dan debitur. Bank membuat

syarat agar perjanjian kredit nya bisa terlaksanakan, maka memberikan syarat khusus dalam perjanjian

tersebut untuk debitur menjadi nasabah dalam suatu perusahaan asuransi. Bentuk dari asuransi tesebut yaitu

asuransi jiwa kredit. Pada asuransi jiwa kredit, ada terdapat bank’s clause yang menyatakan bahwa pihak

bank yang akan menerima manfaat dari debitur atau tertanggung ketika mengalami risiko yang

dipertanggungkan yang menyebabkan kematian. Tujuan dari klaim yang akan diberikan tersebut sebagai

pelunasan pembayaran sisa pertanggungan. Namun, pada kenyataannya banyak klaim yang diajukan oleh

pihak tertanggung melalui ahli waris nya ditolak oleh pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Alasannya karena selama proses underwrirting, tertanggung tidak bertikad baik sempurna. Melakukan

pelanggaran dengan menyembunyikan keadaan kesehatan tertanggung serta tidak menyatakan yang

sebenarnya mengenai riwayat yang sudah diderita oleh tertanggung. Maka dalam penulisan penelitian ini,

penulis ingin menganalisa terkait batasan alasan penolakan klaim asuransi jiwa kredit karena pelanggaran

utmost good faith. Menganalisa dari peraturan perundangan yang berlaku. Terdapat dalam Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang

Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan

Perusahaan Reasuransi Syariah. Serta melakukan analisa melalui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim

dalam suatu Putusan Nomor 1489/K/Pdt/2017.

......The writing of this thesis is based on an increase in consumer spending which then uses credit financing

from a bank or a financing institution. The development of the times has also led to the development of

conditions that can legally protect the creditors and debtors. The bank makes conditions so that its credit

agreement can be implemented, then provides special conditions in the agreement for the debtor to become a

customer in an insurance company. The form of insurance is credit life insurance. In credit life insurance,

there is a bank's clause which states that the bank will receive benefits from the debtor or insured when

experiencing an insured risk that causes death. The purpose of the claim that will be given is to pay off the

remaining coverage. However, in reality, many claims submitted by the insured through his heirs are

rejected by the insurance company as the insurer. The reason is because during the underwrirting process,

the insured is not in perfect good faith. Committing a violation by hiding the insured's health condition and

not stating the truth about the history that has been suffered by the insured. So in writing this research, the

author wants to analyze the limitations on the reasons for rejecting credit life insurance claims due to

violations of utmost good faith. Analyzing from the applicable laws and regulations. Available in Law

Number 40 of 2014 concerning Insurance and POJK Number 69 / POJK.05 / 2016 concerning the
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Implementation of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia

Reinsurance Companies. As well as analyzing through legal considerations by the Panel of Judges in a

Decision Number 1489/K/Pdt/2017.


